Bayi Belum Lahir Ditagih BPJS

Andi Harun Konsultasi ke KPK

SAMARINDA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tercatat memiliki
tunggakan iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp17 miliar yang telah terakumulasi sejak
tahun 2020.

Hal ini sempat dibahas dalam agenda hearing antara DPRD Samarinda dan BPJS
Kesehatan yang berlangsung beberapa waktu lalu (6/1) di Kantor DPRD Samarinda, Jalan
Basuki Rahmat.

Sebelumnya Kepala Cabang BPJS Kesehatan Samarinda, Citra Jaya, menjelaskan bahwa
tunggakan ini terjadi akibat tertundanya implementasi Peraturan Presiden (Perpres)
Nomor 75 Tahun 2019.

“Pada 2019, Perpres tersebut diterbitkan, yang menambah komponen gaji pegawai yang
dipotong untuk iuran BPJS Kesehatan. Namun, implementasi Perpres ini sempat tertunda
karena pandemi COVID-19 pada 2020. Saat itu, pemerintah fokus mengalokasikan
anggaran untuk penanganan pandemi,” ungkapnya.

Citra menambahkan bahwa BPJS Kesehatan bersama Pemkot Samarinda telah
berkomitmen menyelesaikan tunggakan tersebut pada 2025. Selain itu, pihaknya
memastikan seluruh pegawai Pemkot Samarinda terdaftar sebagai peserta BPJS
Kesehatan.

“Ini menjadi prioritas yang akan diselesaikan secara bertahap,” ujar Citra. Sementara itu,
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengungkapkan bahwa meskipun anggaran untuk
membayar tunggakan tersebut telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) tahun 2025, ada sejumlah persoalan yang perlu ditinjau ulang terkait
metode penagihan BPJS.

Salah satu keluhan utama adalah sistem estimasi kelahiran bayi yang langsung menjadi
beban pemerintah daerah.

“BPJS menggunakan estimasi, misalnya pada 2024 diperkirakan akan ada sejumlah bayi
lahir di Samarinda. Padahal, bayinya belum lahir dan masih perkiraan. Langsung
diberikan angka (tagihan), dan pada saat itu kita langsung berutang. Ini yang kami anggap
perlu dibahas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ujar Andi Harun.

Andi Harun menyatakan akan membawa persoalan ini ke KPK melalui Koordinasi dan
Supervisi Pencegahan Wilayah IV untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.

“Kami minta arahan dari KPK, karena mekanisme ini memungkinkan Pemda berutang
tanpa disadari. Tiba-tiba datang tagihan yang berdasarkan estimasi. Ini bukan hanya
masalah Samarinda, tetapi menjadi keluhan pemerintah daerah di seluruh Indonesia,”
tegasnya.
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Ia juga menyoroti dampak dari kewajiban pembayaran iuran BPJS terhadap anggaran
daerah, khususnya untuk kota dengan APBD kecil. Menurutnya, penambahan komponen
kesejahteraan pegawai juga menjadi beban baru karena iuran BPJS yang harus dibayarkan
mencapai lima persen dari unsur pendapatan ASN.

“Kami akan coba konsultasi dengan mereka apakah model seperti ini sudah benar
menurut hukum yang benar, daripada kita berspekulasi tidak ada ujung pangkalnya saya
memilih menggunakan saluran resmi dari KPK, Kemendagri, dan BPK agar persoalan
yang sebenarnya dirasakan oleh Pemda seluruh indonesia ada perbaikan,” jelas Andi
Harun.

Andi Harun berharap ke depannya tagihan BPJS dapat disesuaikan dengan data faktual,
bukan berdasarkan estimasi. Wali Kota Samarinda ini juga mengatakan bahwa jika
tunggakan tidak dibayar, pemerintah pusat dapat memotong Dana Alokasi Umum (DAU)),
yang berpotensi mengganggu stabilitas anggaran daerah.

“Maunya, jika ada tagihan untuk 2025, diberikan di akhir tahun atau tahun berikutnya
sehingga datanya lebih akurat. Jangan sampai estimasi menjadi beban besar bagi daerah,”
tutupnya. (snw)

Sumber berita:
1. Tribun Kaltim, Bayi Belum Lahir Ditagih BPJS, 13/01/2025
Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 (Perpres 82/2018), jaminan kesehatan
adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat
pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar
kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan
kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau
pemerintah daerah.

2. Dalam Pasal 16 Perpres 82/2018 diatur sebagai berikut:

(1) Bayi baru lahir dari peserta jaminan kesehatan wajib didaftarkan kepada BPJS
Kesehatan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan.

(2) Peserta yang tidak mendaftarkan bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran bayi baru lahir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan BPJS Kesehatan setelah
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

3. Dalam Pasal 30 Perpres 82/2018 diatur sebagai berikut:

(1) Iuran bagi peserta PPU yaitu sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah per
bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja; dan
b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
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(2) Iuran bagi peserta PPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan
secara langsung oleh pemberi kerja kepada BPJS Kesehatan.

(3) Dalam hal pemberi kerja merupakan penyelenggara negara, luran bagi peserta
PPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara langsung oleh
pemberi kerja kepada BPJS Kesehatan melalui kas negara kecuali bagi kepala
desa dan perangkat desa.

4. Dinyatakan dalam Pasal 39 Perpres 82/2018 jika pemberi kerja merupakan
pemerintah pusat atau pemerintah daerah, penyetoran iuran kepada BPIJS
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening kas
negara paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
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